BAB 111

PENUTUP

A. Kesmpulan

Pusat Pelaporan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai
rezim anti pencucian uang di sektor keuangan memeiliki efek suportive terhadap
pemberantasan Pencucian uang. Penerapan prinsip mengenal nasabah yang ketat
dan pelaksanaan kewajiban pelaporan transaks keuangan mencurigakan serta
pelaporan transaksi tunai Rp 500 juta ke atas bisa menimbulkan keengganan
untuk membawa hasil keahatannya ke dalam sistem keuangan. Untuk
memaksimalkan tugas dan kewenangan PPATK perlu mengangkat tenaga
profesional seperti jaksa, hakim, pakar pidana, pakar money laundering. Perlunya
koordinasi dengan regulator (Bank Indonesia serta Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan bertujuan untuk mendorong agar PJK mampu
mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan melaporkan LTKM
dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK dalam rangka
audit kepatuhan dan pengawasan.
B. Saran

1. Perlu adanya penambahan aturan mengenai larangan pemecahan transaksi

(structuring) oleh individu maupun badan hukum dalam rangka

menghindari pelaporan serta dilakukan perluasan kewenangan PPATK

seperti kewenangan mengumumkan Penyedia Jasa Keuangan yang tidak

mel aporkan transaksi mencurigakan.
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2. Perlu adanya kewenangan untuk membekukan aset yang diberikan kepada
PPATK agar dapat melindungi aset-aset dari pengalihan kepada pihak lain
karena Undang-Undang belum megatur sehingga belum memungkinkan

bagi PPATK
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